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ISLAM DAN NATION-STATE. 
MEMETAKAN KEMBALI PERGULATAN 
IDEOLOGI KEBANGSAAN ISLAM 
INDONESIA 
M. Khusna Amal 
Pengantar 
Diskursus mengenai hubungan agama dan negara telah melahirkan 
dua perspektif teoritik mainstream yang saling bertentangan, yaitu 
sakralisme (baca: teosentrisme) dan sekularisme. Perspektif pertama 
cenderung mengidealisasikan integrasi agama dan negara, dengan 
memposisikan agama dominan atas negara. Sedangkan, perspektif kedua 
lebih memandang negara itu mutlak untuk -bukan sebatas dibedakan-- 
dipisahkan secara kelembagaan dari agama. 
Di tengah ketegangan antara kedua aliran pemikiran itulah, muncul 
satu perspektif alternatif yang mencoba mensintesakan pertentangan 
di antara keduanya. Menurutnya, secara formal kelembagaan, agama 
dan negara memang harus dipisahkan, namun secara politik, keduanya 
tidak mungkin dipisahkan. Agama senantiasa terlibat dalam kehidupan 
negara melalui proses-proses politik, saat bersamaan, negara pun melalui 
kebijakan publiknya juga terlibat dalam pengaturan kehidupan agama. 
Harus diakui bahwa studi mengenai hubungan agama dan negara 
telah banyak diulas para ilmuwan dari beragam disiplin dan aneka 
perspektif teoritiknya. Di luar ketiga perspektif sebagaimana disinggung 
di atas, tidak diragukan, terdapat beberapa perspektif yang memberikan 
pandangan berbeda mengenai hubungan agama dan negara. Narnun 
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demikian, tulisan sederhana ini, akan membatasi ruang lingkup kajiannya 
pada pembahasan ketiga perspektif tersebut dalam konteks pertarungan 
ideology-kebangsaan di kalangan umat Islam di Indonesia. 
Sakralisme 
Perspektif yang menempatkan agama dominan atas negara, ataupun 
memposisikan negara sebagai bagian integral dari agama, muncul pada abad 
pertengahan. Perspektif ini merupakan respon dan sekaligus kelanjutan 
dari perspektif yang memahami negara itu tak ubahnya cerminan dari 
ide-ide universal yang bersumber dari akal budi manusia sebagaimana 
dikemukakan para filosof pada era klasik. Berbeda dari pemikiran klasik, 
perspektif teosentrisme memahami agama sebagai cerminan dari ide- 
ide universal yang bersumber dari -bukan akal manusia-- Tuhan. Bahkan, 
negara sendiri dianggap sebagai representasi atau kepanjangan tangan 
Tuhan1• Dari gagasan-gagasan teosentris inilah, lantas lahir suatu corak 
negara yang populer dengan sebutan negara teokratis. 
Di Eropa abad pertengahan, ide negara teokratis diartikulasikan oleh 
agama Kristen. Pada era tersebut, agama Kristen telah mengambil alih 
peran rasio dalam memahami berbagai persoalan kemanusiaan. Posisi 
agama Kristen {Gereja} pun, menjadi lebih tinggi daripada posisi negara. 
Gerejalah yang kemudian memberikan keabsahan ataupun legitimasi 
kepada raja-raja. Konsekuensinya, raja (negara} tidak memiliki kekuasaan 
mutlak untuk membuat dan sekaligus menjalankan kebijakan politiknya 
kecuali atas kewenangan yang diberikan oleh Gereja.2 
1 Gagasan tentang negara pada periode pertengahan ini memiliki beberapa 
kemiripan dan sekaligus perbedaan dengan periode klasik. Persamaannya, negara 
sama-sama berfungsi sebagai penjaga moral dan pendidik bagi warganya. Adapun 
perbedaannya lebih terletak pada soal pengabsahan. Kalau pada periode klasik, 
pengabsahan negara didasarkan pada alasan-alasan duniawi. Sedangkan pada periode 
pertengahan, pengabsahan diberikan berdasarkan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan raja 
di dunia merupakan kepanjangan kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Hubungan 
negara dengan kekuasaan adikodrati ini dianggap dapat menjamin kualitas moral 
negara tersebut. Arif Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan ldeologi, Jakarta: 
Gramedia, 1996, him., 10. 
2 Adanya kenyataan bahwa Gereja yang memberikan keabsahan kepada raja 
seakan-akan memberikanjaminan bahwa negara yang dipimpin raja akan mengarahkan 
warganya ke jalan yang baik dan benar. Negara yang diberkati oleh Gereja dengan 
demikian dianggap sebagai negara yang diberkati oleh Tuhan dan karenanya ia patut 
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Da}am Js}am pun, gagasan mengenai negara teokretis menempati 
posisi penting. Pernyataan bahwa ai-lslamu huwci al-Dien wa al-Dau/ah 
{Islam adalah agama dan sekaligus negara) dapat diidentifikasi sebagai 
salah satu premis kunci yang melatari lahirnya pemikiran negara teokratis 
(banyak sebutan yang menandai perspektif ini antara lain perspektif 
integralistik, monolitik, dan lain-lain). Para proponen teokratis dalam 
Islam mengidealkan penerapan syariah secara menyeluruh dalam 
kehidupan umat manusia, termasuk syari'ah sebagai sistem politik 
dan kenegaraan. Mereka mengidealkan pembentukan negara Islam 
sebagaimana diartikulasikan oleh Nabi Muhammad Saw (negara Madinah) 
dan khulafaur rasyidin (sistem khi/afah). Sebab, kedua model negara Islam 
tersebut dianggap sebagai tipe ideal sistem perpolitikan Islam yang dapat 
diterapkan sepanjang waktu dan tempat (likulli zamanin wa makanin). 
Model penyatuan utuh institusi agama dan negara berdasarkan prototipe 
masyarakat yang dibangun Nabi di Madinah tersebut, mengasumsikan 
keharusan penyatuan kepemimpinan militer dan politik dengan 
kepemimpinan agama.3 
Jadi arus pemikiran teokratis tersebut, megisyaratkan adanya 
kecenderungan untuk menitikberatkan pada aspek legalistik dan formalistik 
idealisme politik Islam. Para penganut pemikiran ini selalu beranggapan 
bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syari'ah harus diterima 
sebagai konstitusi negara; bahwa · kedaulatan politik itu ada di tangan 
Tuhan; bahwa ide tentang negara bangsa (nation-state) itu bertentangan 
dengan konsep ummat yang tidak mengenal batasan-batasan politik 
atau daerah; dan bahwa konsep syura (musyawarah) itu berbeda dengan 
demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dalam 
konteks ini, sistem politik modern diletakkan dalam posisi berlawanan 
dengan sistem politik lslam.4 
dipatuhi oleh rakyatnya. 
3 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa 
Depan Syari'ah, Bandung: Mizan, 2007, him., 88-89. 
4 Untuk uraian lebih lanjut lihat James P. Piscatori, Islam in a World of Nation 
States, Cambridge: Cambridge University Press, 1986; I.J. Rosenthal, Islam in the 
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Jika dikritisi, cara pan dang yang bercorak teokratis semacam itu muncul 
karena, salah satunya, pemahaman keagamaan umat yang cenderung 
bersifat formalistik, tekstualis, literalis dan dogmatik. Sebagaimana 
dimaklumi, perspektif formalistik cenderung mengutamakan peneguhan 
dan ketaatan yang ketat pada format-format ajaran Islam yang baku 
dengan ukuran praktik keberagamaan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi 
Saw dan para sahabatnya. Perspektif semacam ini lahir dikarenakan cara 
pandang keagamaan mereka yang sangat tekstualis. Cara pandang seperti 
ini tampak dalam artikulasi keagamaan muslim "tradisionalis" yang dalam 
derajat tertentu cukup konservatif dalam memahami interaksi agama 
dengan realitas sosial masyarakat. Dalam sejarah Islam, kalangan muslim 
tradisionalis ini dikenal sebagai kelompok umat yang dalam berpikir lebih 
mengedepankan teks daripada akal. Namun demikian, suatu pandangan 
keagamaan yang tekstualis, dalam prakteknya, belum tentu melahirkan 
sikap dan perilaku keagamaan yang kaku. Sebagai contoh, pandangan 
keagamaan tekstual yang diartikulasikan kelangan muslim tradisionalis, 
tidak serta merta membawa kelompok ini pada tindakan penerapan 
syariah secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, 
termasuk politik. 
Dalam konteks politik, pemikiran formalistik menunjukkan perhatian 
terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk 
masyarakat politik Islam yang dibayangkan (imagined Islamic polity), seperti 
terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi 
simbolis dan idiom politik, kemasyarakatan dan kebudayaan Islam, serta 
tidak'ketinggalan selalu memperjuangkan sistem ketatanegaraan Islam. 
Karena itu kaum formalis sangat menekankan ideologisasi dan politisasi 
yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal.5 
Dengan menekankan penggunakan terminologi politik--yang menu rut 
anggapan mereka-lslami, doktrin keagamaan diterjemahkan bukan 
5 Banyak sebutan yang dialamatkan kepada kelompok formalis ini, antara lain 
kalangan tekstualis, dogmatik, ortodok, tradisionalis dan konservatif. Baca Sarni 
Zubaida, Islam and the Politics of Community and Citizenship, Middle East Research 
and Information Project, No. 221 (Winter, 2001), pp. 20-27; Sirajuddin Syamsuddin, 
Religion and Politic in Islam: The Case of Muhammadiyah in Indonesia's New Order, 
Disertasi PhD University of California, Los Angeles, 1991, him., 199-204. 
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sekedar rumusan teologis, melainkan juga suatu sistem keimanan dan 
tindakan politik yang komprehensif dan eksklusif. Bagi proponen kalangan 
formalistik ini, makna substantif dari suatu terminologi atau tindakan 
politik menjadi tidak penting bagi mereka. Pemeliharaan kaum formalis 
terhadap bahasa otentik dari wahyu (revelation), bukan saja menunjukkan 
kuatnya afeksi terhadap skripturalisme, tetapi juga memperlihatkan 
kecenderungan mereka dalam menggunakan pendekatan literer dan 
tekstual dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan sosial-politiknya.6 
Secara umum, para pemikir formalistik tersebut mengidealkan 
suatu tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip tauhid dan/atau syari'ah. Mereka juga berpendapat 
bahwa politik yang lslami itu tidak memberi tempat pada sekularisasi. 
Sebab sekularisasi pada dasarnya adalah ideologi, yakni sekularisme. 
Politik yang menganut paham sekularisme akan menjadi politik tanpa 
dasar-dasar moral keagamaan dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya 
sangat relatif dan situasional. Gagasan-gagasan politik formalis, banyak 
diinspirasi dan sekaligus meneguhkan pemikiran politik dan kenegaraan 
tokoh-tokoh lslamisme seperti Abul A'la al-Mawdudi7 yang menurut 
pandangan mereka sangat orisinal dan didasarkan pada prinsip-prinsip 
tauhid. Mereka memberi apresiasi yang tinggi terhadap teori-teori politik 
Mawdudui tentang khilafah, kedaulatan Tuhan, sistem pemerintahan 
berdasarkan syari'ah. Saat bersamaan, kaum formalis tersebut mengecam 
keras pandangan umat Islam yang dinilai tersekularisasikan, di antaranya 
Ali Abdul Raziq, yang berpandangan bahwa jaran Islam tidak perlu 
diformalisasikan sebagai dasar negara.8 Apabila dicermati, pemikiran Raziq 
6 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik 
Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995, him., 145. 
7 Di samping Mawdudi, tokoh-tokoh islamisme yang memiliki pengaruh kuat 
dalam gerakan revivalisme Islam di Indonesia antara lain adalah Hasan al-Banna, 
pendiri lkhwanul Muslimin di Mesir, Ayatullah Khomeini, Baqir al-Sadr, dan Taliqani, 
tiga yang terakhir adalah tokoh-tokoh politik Syi'ah revolusioner. Oliver Roy, The Failure 
of Political Islam, London: 1.8. Tauris Publisher, 1994, him., 1-2. 
8 Secara tegas Abdul Raziq mengatakan bahwa pembentukan negara Islam 
atau sistem politik teolrasi dianggap sebagai sebuah ilusi belaka. Majid Fakhry, The 
Theocratic Idea of the Islamic State in Recent Controversies, International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944-), Vol. 30, No. 4 (Oct., 1954), pp. 450-462 . 
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semacam itu, sedikit banyak, dipengaruhi oleh kerangka berpikir Barat 
tentang hubungan agama dan negara.9 
Para pengikut aliran formalis itu sesungguhnya tidaklah tunggal. 
Sebagian dari mereka ada yang sebatas berkecenderungan untuk 
melakukan lslamisasi dalam kehidupan masyarakat dan negara tanpa 
memaksakan kehendak untuk mendirikan negara Islam (lslamisasi negara 
non-konevensional). Namun, sebagian dari mereka ada yang cenderung 
berpikir totallstik" yang menghendaki pengislaman secara komprehensif 
baik dalam kehidupan individual, masyarakat dan bahkan berorientasi 
pada pembentukan negara Islam (lslamlsasl negara konevensional). 
Menurut Mochtar Mas'oed, kelompok kedua ini berjuang tidak saja 
melalui dakwah, melainkan juga politik demi berlakunya syari'at Islam 
secara formal dalam sebuah negara lslam" dengan cara-cara konstitusional 
melalui partai politik maupun cara inkonstitusional seperti perebutan 
kekuasaan dengan memobilisasi massa atau dengan jalan pemberontakan 
bersenjata. Paradigma yang dianut adalah berangkat dengan agama untuk 
9 Baca M. Amin Rais, Cakrawala Islam, Bandung: Mizan, 1987, him., 23-24; M. 
Amin Rais, Kata Pengantar buku karya Abul A'la al-Mawdudi, Khilafah dan Kerajaan, 
Bandung: Mizan, 1984, him., 5-35. 
10 Para penganut pandangan ini beranggapan bahwa Islam merupakan totalitas 
yang menyeluruh yang menawarkan pemecahan terhadap semua persoalan kehidupan. 
Merekan puan sangat "percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, 
karenanya menurut mereka, Islam meliputi tiga "D" yang terkenal itu (din, agama; 
dunya, dunia; dan dawlah, negara). Dengan demikian Islam merupakan totalitas yang 
menyeluruh, yang menawarkan pemecahan terhadap semua persoalan kehidupan. 
Islam hendaknya diterima dalam keseluruhannya, dan dituangkan dalam (kehidupan) 
keluarga, ekonomi dan politik. (Bagi mereka) adanya sebuah masyarakat Islam harus 
dibarengi dengan berdirinya sebuah negara Islam, yaitu sebguah negara ideologis 
yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang komprehensif." Nazih Ayubi, Political Islam: 
Religion and Politics in the Arab World, London and New York: Routledge, 1991, him., 
63-64. 
11 Sebenarnya gagasan tentang negara Islam adalah ide pasca-kolonial, yang 
didasarkan pada model negara Eropa dan pandangan totalitarian tentang hukum dan 
kebijakan publik sebagai instrumen-instrumen rekayasa sosial yang dijalankan oleh 
elit penguasa. Para pendukung apa yang disebut negara Islam berusaha menggunakan 
kekuasaan dan institusi negara, seperti yang dibentuk oleh kolonialisme Eropa, dan 
kemudian berlanjut setelah kemerdekaan, guna mengatur secara paksa perilaku 
individu dan hubungan-hubungan sosial dengan cara-cara khusus yang dipilih oleh 
elit penguasa. Abdullahi Ahmad An-Na'im, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan 
Masa Depan Syari'ah, Bandung: Mizan, 2007, him., 21-22. 
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menyelesaikan persoalan bangsa dengan agenda lslamisasi negara demi 
lslamisasi masyarakat.12 
Karena, sebagain kelompok formalis cenderung berambisi untuk 
menerapkan Islam secara holistik/total, tidak sebatas ajaran, norma dan 
sistem nilai, melainkan juga sistem ideologi politik, maka mereka acap 
disebut pula sebagai kalangan totalis. Pemikiran totalistik ini memiliki 
asumsi utama bahwa doktrin Islam itu bersifat total (kaffah), mengandung 
wawasan, nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat langgeng dan komplit yang 
meliputi semua bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta melingkupi 
segi-segi baik individual, kolektif, maupun masyarakat kemanusiaan pada 
umumnya. Para proponen pemikiran totalistik ini beranggapan bahwa 
. semua kehidupan umat manusia di dunia ini harus diresapi oleh nilai-nilai 
dan norma-norma keagamaan. Karena itu, bagi mereka tidak ada ruang 
kosong untuk menerima kenyataan yang bersifat partikularistik atau 
kemajemukan. Pun demikian, dalam konteks kehidupan modern sekarang 
inipun, nilai-nilai dan norma-norma agama merupakan instrumen 
terpenting dalam membentuk kembali (reshape) tatanan kehidupan 
masyarakat modern yang lebih lslami." 
Corak pemikiran totalistik demikian itu terdapat pada gerakan- 
gerakan Islam kontemporer yang terkenal dengan sebutan "revivalisme 
Islam", "kebangkitan Islam", "revolusi Islam" atau "fundamentalis lslam"14 
sebagaimana diekpresikan kalangan muslim Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
12 Arief Afandi (ed.), Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan 
Umat Model Gus Durdan Amin Rais, Yogykarta: Pustaka Pelajar, 1996, him., 76-77. 
13 David Zeidan, A Comparative Study of Selected Themes in Christian and Islamic 
Fundamentalist Discourses, dalam British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 30, 
No. 1 (May, 2003), pp. 43-80,Taylor & Francis, Ltd. 
14 Terkait dengan gerakan semacam itu, Mohammed Arkoun sendiri menyebut 
adanya dua kelompok pendukung yang berbeda. Mereka yang menikmati posisi sosial 
dan ekonomi yang menguntungkan bersedia untuk berkompromi dan menganut 
pandangan-pandangan keislaman yang bersifat konservatif, sebab mereka tidak 
mempunyai akses kepada modernitas pemikiran. Kita juga tahu bahwa mereka yang 
belajar ilmu-ilmu teknik cenderung untuk mendukung gerakan fundamentalisme: 
mereka tidak mempunyai kesadaran akan pandangan-pandangan kritis yang 
berkembang di bidang ilmu humaniora dan sosial, khususnya sejarah. Lebih lanjut 
baca The Concept of Authority in Islamic Thought, dalam Klauss Ferdinand dan Mehdi 
Mozaffari {eds.), Islam, State and Society, London: Curzon Press, 1988, him., 70-71. 
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Salafi, dan sejenisnya. Penerapan doktrin keagamaan secara total dianggap 
sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia dari 
kehancuran. Sikap seperti ini muncul karena kekhawatiran bahwa Barat 
yang sekuler memasuki wilayah peradaban kaum muslim dengan sifat yang 
dekaden terhadap agama. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi umat Islam 
untuk berlindung dari ancaman Barat yang sangat dominan, serta berusaha 
keras untuk menyelamatkan identitas dan otentisitas ajaran agamanya. 
Di tengah arus perubahan sosial politik yang demikian cepat, mereka 
cenderung melakukan romantisasi dan idealisasi ke arah terwujudnya 
suatu tatanan dan masyarakat politik (polity) yang ideal sebagaimana 
dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Saat 
bersamaan, mereka juga aktif melakukan counter terhadap sekularisme 
Barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa perang melawan sekularisme 
merupakan karakter pokok dari pemikiran dan gerakan kelompok umat 
beragama yang beraliran totalis.15 
Jika dicermati, tampak sekali bahwa pemikiran totalistik tersebut 
mengandung unsur-unsur fundamentalisme ataupun radikalisme16• Dalam 
15 Dalam era modern inilah sesungguhnya benturan antar peradaban sebagaimana 
tesis Hungtinton bukanlah mengacu pada benturan atau konflik antar agama, 
melainkan lebih sebagai benturan budaya antara sekularisme dan fundamentalisme 
yang tengah berkompetisi untuk bisa menciptakan dominasi atas budaya dan 
masyarakat. David Zeidan, A Comparative Study of Selected Themes in Christian and 
Islamic Fundamentalist Discourses, dalam British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 
30, No. 1 (May, 2003), pp. 43-80,Taylor & Francis, Ltd; S. Parvez Manzoor, 'The Conflict 
Between the Transcendence Affirming and the Transcendence Negating World Views: 
lecture delivered at the Islam 21 Seminar on lslamism, Pluralism and Civil Society, 
London (23 April 1999), (http://www.islam21.net/ pages/confrences/april99-4.ht 
16 Kesan bahwa pemikiran totalistik mengandung unsur-unsur fundamentalisme 
memang ada benarnya. Sebab para pemikir totalistik mempunyai kecenderungan kuat 
untuk mengelaborasi sebagian atau beberapa elemen penting dari fundamentalisme. 
Meskipun mereka biasanya menolak keras jika dikategorikan sebagai penganut 
fundamentalisme. Namun demikian penting dicatat bahwa untuk kasus Indonesia, 
pemikiran totalistik tidak semata-mata menampung aspirasi atau menggunakn idiom- 
idiom politik kaum fundamentalis, khususnya yang ekstrim. Jika kaum fundamentalisme 
lebih mengutamakan militansi tindakan-tindakan sosial-politik yang pragmatis, serta 
ada kecenderungan anti intelektualisme, maka para pendukung pemikiran totalistik 
lebih tertarik pada militansi pemikiran serta terbuka pada diskursus intelektual dan 
pendekatan ilmiah. Yang menyamakan mereka adalah terwujudnya penerapan 
doktrin-doktrin Islam sebagai tuntunan llahi secara kaffah dalam kehidupan pribadi 
maupun kemasyarakatan, hingga terbentuknya sistem sosial politik yang menurut 
mereka benar-benar lslami. M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: 
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perjuangannya, kalangan muslim ini .tidak saja berkepentingan untuk 
menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh sistem kehidupan 
masyarakat. Bahkan sebagai solusi atas berbagai problema yang dihadapi 
masyarakat modern sekarang ini yang dinilainya sarat dengan kebrobrokan, 
mereka tetap bercita-cita -meski dalam prakteknya juga sulit-- untuk 
mengganti sistem pemerintahan ataupun negara dengan sistem khilafah 
/s/amiyah. Bagi Mereka, agama dan negara itu tidak akan pernah bisa 
dipisahkan. Islam adalah din wa dau/ah. Wilayah Islam meliputi politik atau 
negara. Karenanya, menurut perspektif ini, negara merupakan lembaga 
politik dan keagamaan sekaligus. Konsep ini juga terkait dengan konsep 
kedaulatan di tangan Allah (al-hakimiyatu Iii/ah). Bahwa kedaulatan berasal 
dari Allah dan berada di tangan-Nya. Oleh karena itu seluruh proses politik 
harus dikembalikan kepada aturan-aturan Allah." 
Dalam kritik An-Na'im, gagasan-gagasan tentang negara Islam yang 
digelokakan kalangan lslamisme tersebut tidak laian adalah ide p.asca- 
kolonial yang didasarkan pada model negara Eropa dan pandangan 
totalitarian tentang hukum dan kebijakan publik sebagai instrumen- 
instrumen rekayasa sosial yang dijalankan oleh elit penguasa. Para 
pendukung apa yang disebut negara Islam berusaha menggunakan 
kekuasaan dan institusi negara, seperti yang dibentuk oleh kolonialisme 
Eropa, dan kemudian berlanjut setelah kemerdekaan, guna mengatur 
secara paksa perilaku individu dan hubungan-hubungan sosial dengan 
cara-cara khusus yang dipilih oleh elit penguasa.18 
Sekularisme 
Kata sekuler dalam bahasa lnggris berasal dari kata Latin saeculum, yang 
artinya "periode besar waktu" atau lebih dekat "spirit zaman". Belakangan, 
maknanya berubah menjadi "dunia ini" yang secara tidak langsung berarti 
ada lebih dari satu dunia. lstilah ini selanjutnya diterjemahkan menjadi 
Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 
1995, him., 176; Sarni Zubaida, Islam and the Politics of Community and Citizenship, 
Middle East Research and Information Project, No. 221 (Winter, 2001), pp. 20-27. 
17 M. lmadudin Rahmat dan Khamami Zada, Agenda Politik Gerakan Islam Boru, 
dalam Tashwirul Afkar, Edisi No. 16 Tahun 2004, him., 37. 
18 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler him., 21-22. 
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konsep "sekular" dan "religius" yang berasal dari ide temporal dan spiritual. 
lstilah ini juga berkembang dalam konteks Eropa dari "sekularisasi" dalam 
artian privatisasi wilayah-wilayah gereja, hingga sekularisasi politik, dan 
kemudian seni serta ekonomi. Sebagaimana definisi sekularisme yang 
dikemukakan kamus Webster, yaitu "pengabaian atau penolakan atau 
pengasingan agama atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan". The 
Short Dictionary mendefinisikan sekularisme sebagai "doktrin bahwa 
moralitas seharusnya semata-mata didasarkan pada penghargaan atas 
umat manusia dalam kehidupannya sekarang ini, dengan membuang semua 
pertimbangan yang diambil dari keyakinan pada Tuhan atau hari akhirat. 
Oleh karena itu, istilah ini sering digunakan untuk menandakan gagasan- 
gagasan, seperti kemunduran agama, kesesuaian dengan kehidupan masa 
kini, pemisahan dan pembedaan masyarakat dari agama (pemisahan gereja 
dan negara), transposisi keyakinan-keyakinan dan institusi-institusi agama 
(beralih dari sumber kekuasaan Tuhan ke sebuah gejala kemampuan dan 
kreasi manusia), desakralisasi dunia, dan kemudian sakralisasi akal pikiran19• 
Perspektif sekularisme ini muncul sebagai respon kritis terhadap 
pemikiran teokratis. Dalam kritik mereka, penempatan agama yang begitu 
dominan atas negara, tidak serta merta dapat menjamin terciptanya 
tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Negara yang dikendalikan 
seorang raja yang telah mendapatkan keabsahan dari Gereja ternyata 
tidak serta merta mampu menciptakan tatanan kebaikan dalam kehidupan 
masyarakat. Kerap, raja melakukan penindasan terhadap masyarakat 
dengan mengatasnamakan kepentingan agama (Tuhan). Karena itulah, 
dipandang penting untuk memisahkan negara dari agama (Gereja). Para 
pemikir ini lebih menjelaskan kekuasaan negara secara lebih rasional dan 
pragmatis. Menguatnya penggunan nalar rasional yang bersumber dari 
kekuatan manusia menggantikan nalar dogmatis yang bersumber dari 
dogma keagamaan (Kristen) telah berhasil mengakhiri era pertengahan 
dan menandai munculnya era baru yang dikenal dengan sebutan era 
pencerahan (jaman renaisance dan/atau aufklarung). 
Pada era pencerahan inilah, posisi agama yang semula sangat dominan 
lantas digantikan oleh corak peran pemikiran yang serba rasional. Tidak 
19 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler him., 21-22. 
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sebatas itu, melalui paradigma modernisasi, para pemikir era pencerahan 
terlihat berusaha untuk menggeser peran agama dalam ranah publik, 
dan mengerangkengnya pada ranah privat". Bahkan, modernisasi juga 
berambisi melakukan desakralisasi dan depolitisasi . semua tatanan 
kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan agama21• Lahir sebagai 
anak kandung semangat pencerahan, modernisasi sangat terobsesi 
dengan imposisi rasionalitas atas lingkungan secara menyeluruh. Sejarah 
modernisasi seperti itu merupakan sejarah "akal instrumental" sebagai 
fungsi pengaturan masyarakat dan lingkungan.22 
Jika dicermati, gerakan reformasi yang dilakukan para pemikir 
pencerahan sesungguhnya tidak jauh beda dari gerakan para pemikir 
abad pertengahan, kedua-duanya cenderung menggunakan pendekatan 
totaliter. Kalau para pemikir abad pertengahan secara total hendak 
mensakralisasikan kehidupan masyarakat dengan menjadikan agama 
dominatif atas realitas sosial. Pun demikian halnya dengan para pemikir 
abad pencerahan, mereka berhasrat pula untuk mensekulerkan seluruh 
tatanan kehidupan masyarakat dengan memisahkannya dari peran agama. 
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa proses modernisasi - 
yang mengimplikasikan di dalamnya proses rasionalisasi dan sekularisasi-- 
yang begitu hebat dalam kehidupan masyarakat telah mengakibatkan 
terjadinya diferensiasi dari bidang-bidang keagamaan, moral dan ilmu 
pengetahuan serta sekularisasi nilai-nilai kehidupan, yang disusul oleh 
perubahan-perubahan radikal dalam relasi sosial, identitas sosial, dan 
sistem keyakinan dalam masyarakat. Dalam relasi sosial, telah berlangsung 
transformasi dari relasi-relasi tertutup ke terbuka, dan dari relasi komunal 
menuju relasi asosiasional. Dalam regulasi sosial, telah terjadi pemisahan 
20 Jonathan Fox, A World Survey of Religion and the State, New York: Cambridge 
University Press, 2008, him., 12. 
21 Lahouari Addi, lslamicist Utopia and Democracy, dalam The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science, Sage Publication, 1992, him., 124. 
22 Mengutip kata-kata Bryan S. Turner, modernitas adalah luaran dalam arti 
budaya, sosial dan politik yang diakibatkan oleh proses rasionalisasi yang luas, 
melalui mana dunia dikendalikan dan diatur oleh suatu etika penguasaan dunia, yang 
mensubordinasikan diri, relasi sosial dan alam kepada suatu program pengendalian 
dan pengaturan yang rinci. Bryan S. Turner, Orienta/ism, Postmodernism & Globalism, 
London: Routledge, 1996, him., 4. 
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antara bidang suci (sacred) dan temporal, antara otoritas gereja dan 
negara. Dalam identitas sosial, terjadi pergeseran dari identitas primordial 
menuju identitas kelas dan kebangsaan. Dalam sistem keyakinan, tersedia 
alternatif ideologi-ideologi sekuler sebagai tandingan terhadap agama di 
sebagian besar kehidupan publik.23 
Dampak paling nyata dari modernisasi Barat atas masyarakat lain 
adalah munculnya gangguan dalam perkembangan sistem religio-politik 
tradisional. Agama merupakan inti dari budaya tradisional di masyarakat 
Asia Selatan dan Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Latin. 
Mengikuti visi Toynbee tentang sejarah dunia, Smith mengatakan bahwa 
seluruh peradaban utama dunia itu hakektanya bercorak keagamaan 
dalam orientasinya, dan oleh karenanya telah mengembangkan jawaban 
yang hampir sama terhadap pertanyaan-pertanyaan penting menyangkut 
organisasi sosial dan politik. Yang paling mendasar adalah menyangkut 
watak sakral dari pemerintahan. Sejak awal abad ke-19, masyarakat 
Hindu, Budha, Muslim dan Katholik dihadapkan pada tantangan esensial 
dari keyakinan mereka. Sejak saat itu hingga kini, sekularisasi dunia politik 
menghadirkan perubahan ideologis dan struktural yang paling fundamental 
dalam perkembangan politik masyarakat tersebut. Masyarakat sakral- 
ntegralistik yang diurus oleh sistem religio-politik ditransformasikan ke 
dalam masyarakat-masyarakat pluralis yang didesakralisasikan dan diatur 
oleh dunia politik sekuler yang mengalami ekspansi secara luas24• Dalam 
konteks inilah cukup jelas bahwa ide-ide keagamaan dipandang kehilangan 
kekuatannya secara perlahan dalam mengatur tindakan individu-individu 
dan institusi-institusi kemasyarakatan. Pudarnya pengaruh agama sebagai 
fungsi pengatur masyarakat dan politik dipandang sebagai konsekuensi tak 
terhindarkan dari modernisasi dan sekularisasi.25 
23 D.E. Smith, Religion and Political Development, Boston: Little, Brown and 
Company, 1970, him., 85-123. 
24 D.E. Smith, Religion and Political Development, Boston: Little, Brown and 
Company, 1970, him., 2. 
25 David Zeidan, A Comparative Study of Selected Themes in Christian and Islamic 
Fundamentalist Discourses, dalam British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 30, 
No. 1 (May, 2003), pp. 43-80,Taylor & Francis, Ltd. 
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Mengikuti pandangan Donald E. Smith, setidaknya terdapat empat 
tipologi sekularisasi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, yaitu: 
(1) Polity-Separation Seculatization: pemisahan jagat politik dari ideologi 
dan struktur organisasi keagamaan; (2) Polity-Expantion Secularization: 
perluasan otoritas politik untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam 
wilayah sosial ekonomi yang sebelumnya berada dalam wilayah agarna: 
(3) Polity-Transvaluation Secularization: demistifikasi budaya politik untuk 
menekankan tujuan-tujuan temporal non-transendental serta cara-cara 
yang rasional dan pragmatis, ialah nilai-nilai politik sekuler; dan (4) Polity- 
Dominance Secularization: dominasi politik atas keyakinan, praktek, serta 
organisasi keagamaan. Hal ini melibatkan ekspansi politik ke dalam ranah 
murni keagamaan dalam rangka menghancurkan atau mengubah agama 
secara radikal26• 
Pluralisme 
Dilihat dari namanya, perspektif ini memiliki kemiripan dan bahkan 
kesamaan nama dengan salah satu perspektif teoritik dalam studi poitik, 
yakni perspektif pluralisme-liberalisme. Pandangan demikian tidaklah 
sepenuhnya keliru, mengingat gagasan-gagasan dalam perspektif ini 
memang banyak diwarnai oleh pemikiran kaum pluralis-liberalis. Beberapa 
persamaan yang terdapat dalam kedua perspektif tersebut antara lain 
adalah bahwa institusi negara itu harus dipisahkan dari agama, negara 
harus bersikap netral terhadap agama yang plural, negara memiliki fungsi 
dan peran, salah satunva, memediasi perbedaan-perbedaan dalam 
kehidupan sosial dan keagamaan agar tidak terjadi konflik yang dapat 
menggoyahkan stabilitas sosial, dan beberapa persamaan lainnya. 
Dilihat dari pokok-pokok pikiran plural is di atas, jelas bahwa perspektif 
ini sesungguhnya turut memperkuat pandangan sekularisme karena 
mendukung pemisahan negara dari institusi agama secara tegas. Meski 
demikian, para proponen pluralis tidak sepakat jika pemisahan negara 
dengan agama ini mengandung pengertian agama dimarginalisasikan, 
diceraikan, dan dikotak ke dalam ruang privat (baca: privatisasi) serta 
26 D. E. Smith, Religion and Political Development, Boston: Little, Brown and 
Company, 1970, him., 85-187. 
Reaktualisasi Pancasila: Menyaa/ tdentitas, Globolisasi, don Diskursus Negara-Bangsa 363 
dijauhkan dari ruang publik dan politik. Sebab, kenyataannya tidak mungkin 
bagi negara memisahkan diri-dalam pengertian mempertentangkan- 
dari agama sekalipun di Eropa dan Amerika tempat asal mula sekularisme. 
Tidak ada model sekularisme Barat yang tunggal di mana agama betul- 
betul dipinggirkan dari ranah politik dan negara. Hal ini dapat dimengerti 
karena setiap masyarakat Barat selalu menegosiasikan hubungan antara 
agama dan negara dan antara agama dan politik sesuai dengan konteks 
sejarah mereka. Karena itu, akan sangat berbahaya jika agama (Islam) 
ditarik keluar dari kehidupan publik umatnya. Pun bahaya sekali ilusi 
tentang negara agama (Islam) yang bisa menjalankan prinsip-prinsip 
syari'ah melalui kekuatan negara yang memaksa.27 
Penting dicatat bahwa istilah pluralis(me) itu sendiri digunakan 
para proponen pemikiran ini untuk menggantikan istilah sekularisme 
guna menghindari kebingungan antara sekularisme yang dikehendaki 
oleh para pemikir aliran ini dengan sekularisme yang dipandang 
negatif oleh sebagian besar kalangan umat beragama. Pemakaian kata 
pluralisme dinilai cocok karena sekualisme pada dasarnya diperlukan 
bagi terwujudnya pluralisme secara praktis dan berkesinambungan. 
Yaitu diterimanya berbagai bentuk keragaman agama, budaya dan yang 
lainnya sebagai nilai-nilai sosial dan politik yang positif secara pen uh dan 
terlembagakan. Sesungguhnya baik sekularisme maupun pluralisme, 
kedua-duanya menghendaki netralitas negara28 
Jelaslah bahwa perspektif ini bukan sekedar subsistem pengetahuan 
dari perspektif pluralisme-liberalisme, melainkan sebuah perspektif yang 
bersikap · kritis dan sekaligus berkepentingan menjembatani ketegangan 
antara gagasan-gagasan integralistik dengan sekularistik mengenai 
hubungan agama dan negara. Dalam konteks keagamaan Islam, masyarakat 
muslim di manapun berada akan senantiasa dihadapkan pada problema 
' ketegangan permanen antara visi ideal penyatuan Islam dan negara dengan 
kebutuhan pemimpin agama untuk melanggengkan otonominya (agama) 
dari institusi negara. Atau dengan kata lain, umat Islam selalu dihadapkan 
pada dualisme model hubungan agama dan negara. Model pertama 
27 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler hlrn., 21, 79. 
28 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler him., 24. 
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hubungan ini adalah penyatuan utuh (integralistik) institusi agama dan 
. negara berdasarkan prototipe masyarakat yang dibangun Nabi di Madinah 
yang mengasumsikan keharusan penyatuan kepemimpinan militer dan 
politik dengan kepemimpinan agama. Dalam model seperti ini tidak ada 
pemisahan antara institusi agama dan politik; masyarakat diorientasikan 
pada figur, dan tampaknya ada hirarkhi dan sentralisasi yang kuat. Model 
yang lain adalah pemisahan utuh antara otoritas agama dan politik yang 
tampaknya menjadi pilihan yang dominan dipraktikkan, meskipun tidak 
pernah diakui secara terbuka oleh rezim yang bersangkutan karena mereka 
masih menganggap pentingnya mendapatkan legitimasi keagamaan.29 
Adalah Abdullah Ahmed An-Nairn, salah satu proponen perspektif 
ini menegaskan bahwa umat Islam di manapun, baik sebagai minoritas 
maupun mayoritas, dituntut untuk menjalankan syariah sebagai bagian dari 
kewajiban agamanya. Tuntutan ini akan dapat diwujudkan dengan sebaik- 
baiknya jika negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan 
dan tidak berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan 
atau perundang-undangan negara. Artinya masyarakat tidak dapat benar- 
benar menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya 
tentang Islam apabila orang-orang yang menggunakan kekuasaan negara 
memaksakan pemahaman mereka tentang syariah kepada masyarakat 
secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim. Namun, ini tidak 
berarti bahwa negara dapat atau harus sepenuhnya bersikap netral 
karena ia merupakan lembaga politik yang sudah tentu dipengaruhi 
oleh kepentingan-kepentingan warga negara. Perundang-undangan dan 
kebijakan publik memang seharusnya mencerminkan keyakinan dan 
nilai-nilai warga negara, termasuk nilai-nilai agama. Namun, penting 
digarisbawahi bahwa hal itu tidak dilakukan atas nama agama tertentu 
karena sudah pasti akan mendahulukan pandangan-pandangan mereka 
yang memegang kendali kekuasaan negara dan mengesampingkan agama 
dan keyakinan warga negara lain.30 
Jadi, pemisahan agama (Islam) dan negara secara kelembagaan 
sangat penting agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi 
29 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler him., 88-89. 
30 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler him., 17. 
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kehidupan masyarakat Islam. Pendapat ini bisa disebut "netralitas negara 
terhadap agama", yang di dalamnya institusi negara tidak memihak kepada 
doktrin atau prinsip agama manapun. Bagaimanapun netralitas semacam 
itu sasarannya adalah semata-mata kebebasan individu dalam masyarakat 
untuk mendukung, berkeberatan, atau memodifikasi setiap pandangan 
atas doktrin atau prinsip-prinsip agama. lni bukan berarti bahwa Islam dan 
politik harus dipisahkan sebab hat itu tidak perlu dan tidak dikehendaki. 
Pemisahan Islam dan negara sambil tetap mempertahankan hubungan 
antara Islam dan politik, memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam 
dalam kebijakan dan perundang-undangan resmi, tetapi dengan tetap 
tunduk kepada perisai-perisai hukum negara.31 
Jika dikaitkan dengan pola pemikiran keagamaan umat Islam, maka 
gagasan-gagasan pluralisme mengenai hubungan agama (Islam) dengan 
negara ini bersumber dari pemikiran keagamaan yang lebih bercorak 
substantif dan bukan tekstualis apalagi totalistik. Bertolak belakang dari 
kalangan formalis-totalistik yang menekankan pemahaman keagamaan 
yang cenderung tekstualis, dogmatis, ideologis, dan penerapan ajaran- 
ajaran agama secara total dalam kehidupan empiris, kaum substansialis32 
lebih menekankan pemahaman keagamaan yang substansial, kontekstual, 
dan membumi. Pesan-pesan normatif keagamaan yang mengandung 
kebenaran absolut dan bermakna universal, ditafsirkan kembali 
berdasarkan konteks sosial yang berlaku pada masanya. Bagi kaum 
substansialis, negara-negara berkembang secara ekonomi, sosial, politik 
dan kultural sangatlah berbeda tempatnya dari Saudi Arabia di era Nabi 
Muhammad. Pun demikian, pemahaman literal tentang makna al-Qur'an, 
31 Abdullah Ahmed An-Nairn, Islam dan Negara Sekuler him., 18. 
32 Kemunculan pemikiran substantivistik tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan 
Islam yang begitu progresif di tanah air pada periode 1970-an dan 1980-an dan 
berkelanjutan hingga kini. Kebangkitan Islam di Indonesia, terutama kelas menengah 
kota, bukanlah sebuah kebangkitan untuk tertarik pada Islam abad 19 atau Islam tahun 
1950-an. Melainkan kebangkitan yang terdiri dari berbagai aliran, yang salah satu paling 
dominan di antaranya perhatian pada Islam kontekstual dan Islam substansial yang 
diterjemahkan untuk Indonesia tahun 1990-an serta masa depan. Pada umumnya Islam 
aliran ini dikenal moderat, liberal dan progresif, dan ciri-ciri positif ini amat mewarnai 
sifat keseluruhan dari Islamic Revival masyarakat Indonesia. Greg Barton, Gagasan Islam 
Liberal di Indonesia, Jakarta: Paramadina & Pustaka Antara, 1999, him., 3-4. 
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al Hadits, dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari madzhab-madzhab 
tradisional harusdiinterpretasikan kembali kedalam pemahaman modern.33 
Dalam bidang politik, pemikiran kaum substansialis diorientasikan 
pada pembumian nilai-nilai Islam yang lebih substansial, daripada sekedar 
menekankan aspek formalitas atau simbolis semata, dalam aktivitas 
perpolitikan. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format 
pernlkiran dan kelembagaan politik mereka. Eksistensi dan artikulasi 
nilai-nilai Islam yang intrinsik dalam iklim politik Indonesia jauh lebih 
penting dan sangat memadahi untuk mengembangkan lslamisasi dalam 
wajah kulturalisasi masyarakat Indonesia modern. Proses kulturalisasi 
telah melahirkan kompetisi di antara berbagai · kekuatan kultural, dan 
Islam hanyalah satu di antara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar 
Islam dapat memenangkan kompetisi itu, maka yang penting dilakukan 
oleh (umat) Islam adalah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukannya 
politisasi. Dalam konteks inilah, gerakan-gerakan Islam sebaliknya menjadi 
gerakan budaya (cultural movement) daripada menjadikan diri sebagai 
gerakan politik. 
Bertolak dari gagasan di atas dapatlah dimengerti bahwa model 
pemikiran subtantif tidak menitikberatkan lagi pada dimensi formalistik 
ataupun simbolik dari agama, melainkan dimensi subtantifnya. Bagi aliran 
ini, pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang formalistik dan 
ideologis tidaklah penting adanya. Yang terpenting adalah bahwa negara- 
karena posisinya yang bisa menjadi instrumen bagi penyebaran ajaran 
agama-- atau sistem politik itu dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai etika 
politik.34 Jika demikian halnya, tidak ada alasan teologis/agama mendasar 
33 Tipologi pemikiran substantivistik ini dikemukakan para intelektual muslim 
Indonesia seperti William Liddle. Namun Liddle sendiri mengakui bahwa kategorisasi 
tersebut bukanlah rumusannya sendiri, tetapi dipinjamnya dari analisis Bahtiar 
Effendy dalam disertasinya yang dia selesaikan di Ohio University. Baca R. William 
Liddle, Skripturalisme Media Dakwah: Satu bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Masa 
Orde Baru, dalam Ulumul Qur'an, Nomor 3, Vol. IV, 1993, him., 53-54. 
34 Dalam pandangan Muhammad 'lmara "Islam sebagai agama tidak menentukan 
suatu sistem kepemerintahan tertentu bagi orang-orang Islam, karena logika tentang 
kecocokan agama untuk sepanjang masa dan tempat menuntut soal-soal yang selalu 
akan berubah oleh kekuatan evolusi, harus dibiarkan kepada akal manusia untuk 
memikirkannya, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka pandangan- 
pandangan umum yang telah digariskan oleh agama. Baca Muhammad 'lmara, Al-Islam 
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untuk menolak ide-ide politik tentang kedaulatan rakyat, tentang negara 
bangsa, dan prinsip-prinsip umum sistem politik modern lainnya. Saat 
bersamaan, pandangan semacam ini memiliki potensi untuk berperan 
sebagai suatu pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dan sistem 
politik modern; demokrasi sebagai salah satu unsur utamanya. 
Visi Kebangsaan Islam Substantif di Indonesia 
Untuk konteks Indonesia, gagasan-gagasan substantivistik tersebut 
banyak dikemukakan para intelektual muslim moderat-progresif, di antara 
yang cukup populer adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. 
Pemikiran substantivistiknya Nurcholish tampak ketika ia mengelaborasi 
apa yang disebutnya paralelisme atau kemanunggalan keislaman dan 
keindonesaan. Bagi Nurcholish, Islam tidak bisa sebatas dipahami secara 
tekstualis, melainkan harus disesuaikan pula dengan realitas empirik di 
mana ia berkembang. Nilai-nilai dan ajaran Islam yang bersifat absolut dan 
universal, dalam implementasinya menuntut umat Islam akan pengetahuan 
dan pemahaman tentang lingkungan sosio-kultural masyarakat Indonesia 
secara keseluruhan, termasuk lingkungan politik dalam kerangka konsep 
negara-bangsa (nation-state). Kenyataan obyektif bahwa Indonesia 
merupakan suatu bangsa yang memiliki heterogenitas tinggi secara fisik 
(negara kepulauan), maupun dalam soal keragaman suku, bahasa, adat 
istiadat, dan bahkan agaman, bukanlah sesuatu yang bersufat given, 
melainkan juga harus diperhitungkan. Dengan demikian, setiap langkah 
melaksanakan ajaran Islam di Indonesia harus memperhitungkan kondisi 
sosial-budaya yang ciri utamanya adalah pertumbuhan, perkembangan 
dan kemajemukan.35 
Dalam soal hubungan antara agama (Islam) dan negara nasional, 
Nurcholish menyatakan bahwa nilai negara dan pemerintahan dalam 
Islam adalah instrumental dan bukan tujuan itu sendiri. Pokok dari segala 
pokok yang dikehendaki oleh Islam adalah Taqwa kepada Tuhan. Jadi 
pemerintahan atau negara itu diwujudkan untuk menciptakan ruang 
dan waktu sebagai tempat bagi setiap manusia dalam mengembangkan 
wa al-Sultah al-Oiniyah, Kairo: Dar al-Thaqafa al-Jadidah, 1979, him., 76-77. 
35 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992. 
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taqwanya kepada Tuhan. Jadi masalah utamanya menyangkut soal etik 
(ethical values). Jika seseorang betul-betul mengikuti etika yang bersumber 
dari ketaatan dan tauhid, hasilnya adalah sikap demokratis36• Pandangan 
Nurcholish ini oleh kalangan yang menganut pemikiran totalistik dinilai 
sebagai corak pemikiran yang sekularistik karena cenderung memisahkan 
Islam dan negara. 
Seirama dengan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid juga 
mengembangkan gagasan-gagasan Islam substantivistik yang populer 
dengan sebutan "pribumisasi lslam".37 Gagasan ini didasarkan pada 
postulat bahwa berdirinya negara Indonesia, lebih disebabkan adanya 
kesadaran berbangsa, dan bukan hanva sekedar karena faktor ideologi 
Islam. lni merupakan kenyataan yang harus diterima secara objektif. Bagi 
Abdurrahman Wahid, ajaran Islam sebagai komponen yang membentuk 
dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia, seharusnya 
diperankan sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen 
lain. Argumentasi yang dikemukakan Abdurrahman Wahid ini lebih 
dimaksudkan agar umat Islam dapat menerima wawasan kebangsaan dan 
sekaligus kenegaraan sebagai realitas, dan tidak perlu dipertentangkan 
dengan ajaran Islam, karena lnonesia sebagai suatau nation mempunyai 
pluralitas sosio-historis yang berbeda dengan asal muasal sosial kelahiran 
dan keberadaan Islam dari tempat aslinya (Arab). 
Dalam soal hubungan agama dan negara, Abdurrahman Wahid 
berpendapat bahwa dalam Islam, negara itu adalah hukum dan sama 
sekali tidak memiliki bentuk negara. Yang penting bagi Islam adalah etik 
36 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992. 
37 Lebih lanjut Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa pribumisasi 
Islam bukanlah "Jawanisasi" atau "sinkretisme", sebab pribumisasi Islam hanya 
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum 
agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi 
budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya 
dengan mempergunakan peluang .vang disediakan oleh variasi pemahaman nash, 
dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan aqidah fiqh. Sedangkan 
sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama tentang 
sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya 
dengan Islam, yang lalu membentuk· panteisme. Baca Abdurrahman Wahid, Massa 
Islam da/am Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Prisma, No. Ekstra, Tahun 
XIII, 1984, him., 3-9. 
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kemasyarakatan dan komunitas. Alasannya, Islam tidak mengenal konsep 
pemerintahan yang definitif. Dalam persoalan yang paling pokok, yakni 
suksesi kekuasaan, ternyata Islam tidak konsisten. Terkadang memakai 
istikhlaf, bai'at, atau ah/ul ha/Ii wal aqdi (sistem formatur). Padahal soal 
suksesi adalah masalah yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Kalau 
memang Islam punya konsep, tentu tidak akan terjadi yang demikian itu. 
Dal am perspektif ah/us sunnah waljama'ah, pemerintahan ditilik dan dinilai 
dari segi fungsionalnya, bukan dari norma formal eksistensinya, negara 
Islam atau bukan. Selama umat Islam dapat menyelenggarakan kehidupan 
beragama mereka secara pen uh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi 
menjadi pusat pemikirannya.38 
Visi kebangsaan substantif juga dikemukakan oleh KH. Ahmad 
Shiddiq (ulama moderat dari kalangan nahdliyin yang berjasa besar dalam 
mendorong NU untuk menerima asas tunggal). Khusus terkait dengan 
Pancasila, K.H. Ahmad Shiddiq menjelaskan bahwa NU tu rut membenarkan 
Pancasila berdasarkan syari'ah, bukan semata-mata pada ajaran Aqidah 
dan Syari'ah Islam, atau dalam logika sederhana: ibarat makanan, 
Pancasila yang telah digunakan sebagai asas dan ideologi nasional negara 
itu selama 38 tahun, kenapa masih dipermasalahkan halal dan haramnya. 
K.H. Ahmad Shiddiq mengatakan bahwa organisasi massa Islam yang 
mempermasalahkan apakah Pancasila dapat diterima untuk digunakan 
sebagai asas tunggalnya bukan saja salah, tetapi juga tidak relevan dan 
a-historis. Dalam kaitan ini, ia mengklaim bahwa penerimaan umat Islam 
terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan sosial-politik 
merupakan kewajiban secara hukum. Karenanya, asas-asas yang lain tidak 
akan menjadi alternatif atau pesaing bagi Pancasila.39 
Lebih lanjut, K.H. Ahmad Shiddiq menegaskan bahwa bagi umat Islam, 
berdirinya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah tujuan 
final aspirasi politik mereka, dan bukan sekedar tujuan sementara. Hal ini 
mengandung arti bahwa setiap gagasan mengenai pendirian negara Islam 
38 Abdurrahman Wahid, Merumuskan Hubungan /deologi Nasional dan Agama, 
Au/a, Mei, 1985. 
39 Faisal Ismail, /deologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan 
Kreatif Islam dan Pancasila, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal., 237-238. 
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tidak dapat dianggap sebagai bagian dari aspirasi politik umat Islam, dan 
usaha apapun yang dilakukan oleh kelompok muslim mana pun untuk 
mendirikan negara Islam tidak akan mewakili aspirasi umat Islam secara 
keseluruhan.". 
Penutup 
Mencermati pemikiran kaum substansialis di atas, maka dapatlah 
dimengerti bahwa agama dan negara modern tidak perlu dipertentangkan. 
Pemikiran ini juga tidak berkepentingan untuk menyatukan agama dan 
negara sebagaimana paham integralistik kaum formalis, melainkan lebih 
menempatkan nilai-nilai Islam yang diartikulasikan secara kultural sebagai 
salah satu elemen yang turut berperan serta dalam nation-state building. 
Dengan kata lain, agama dan negara memang perlu dipisahkan, saat 
bersamaan, para pemikir substansialis ini juga tidak sepakat jika agama 
mesti ditarik keluar ranah publik sebagaimana gagasan sekulerisme Barat41• 
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